
1. Undang-Undang omor 14 Tahun 1950 tentang Pemben- 
tu an ae ah-Daerah ab p te Dalam Lingkungan 
Provinsi Djawa B ra (B rita Negara Ta un 1950) 
sebagaimana telah diubah denga Un ang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwak ta dan Ka upaten Subang dengan Mengubah 
Undang- nd g Nomor 4 Tahun 19 0 tentang Pemben­ 
tukan aerah-Daerah Kabup ten dalam Lingkungan 
Provinsi Djaw Barat (Le baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomo 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa berdasar an evaluasi terhadap pela sanaan 
pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai N ge · Sipil, 
perlu dilakukan perubahan atas Pera ran Bupati 
Tasikmalay Nomor 164 Tahun 20 9 tentang Metode 

mb ian T mba an Pengha · Pegaw · e eri Sipil di 
L' gkungan Pemerin Daerah Kabupate Tasikmal ya; 

b. bah a ber arkan ebagaim na dimaksud 
dalam huruf a, erlu me etap an Perat a B pati tentang 
Perubaha Atas Peraturan Bup ti Tasi malaya o or 164 
Tahun 2019 ten tang Metod Pemberian Tambahan 
Pengha ilan Pegawai Negeri Sipil i Ling ungan emerintah 

aerah ab aten Tasikmalaya; 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben­ 
daharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben­ 
tukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah 
diub h dengan Undang-Un ang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-U dang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang P mbentukan Peraturan Perundang­ 
undangan; 

6. Undang-Undang mor 5 Tahun 2014 tentang Ap atur 
i il Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

7. Undang-Undang No or 23 Tahun 20 4 tenta g Peme­ 
rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I onesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha mb ran Negara 
Re b ik I donesia Nomor 5587 sebagaimana la diubah 
bebe a a kali, terakhi de gan U dang-Undang omor 9 
Tah n 20 5 ten ang Per ba a Kedua A a Undang-Undang 

omor 23 Tahun 2014 tentang P merinta an Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indone ia Nomor ah n 2015 
Nomor 58, Tambaha Lembaran Negara Republik I donesia 
Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri ipil (Lembaran N gara Republik 
Indon sia Tahun 2 10 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik I donesia Nomor 5135); 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 
2012 tentang Perubahan tas Keputusan Pre 'den Nomor 87 
Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 omor 235); 

10. Peraturan Pemerintahan omor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037; 

11. Peratuan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Peme­ 
rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 
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Peraturan Men eri Pendayagunaan Aparatur Neg 
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana; 

17. Peraturan Menteri d am Negeri Republik Indone ia Nomor 
33 Tah n 2019 ten tang Pedoman Penyusunan ggaran 
Pendapatan dan Bela ja Daerah ahun Anggaran 20 O; 

18. Keput san Menteri dalam Negeri Republik n on si Nomor 
061-5449 ahu 2019 Ten tang Tata Cara Persetujuan 

enteri Dalam Negeri Terhadap Tamba an Pe ghasilan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Li gkungan Pe erintah 
Daerah; 

19. Perat ran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2011 tetang R mah Sakit Umum Dae ah K bu paten 
Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah denga Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya omor 4 Ta un 2014 
tentang Perubahan Ata Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmala a Nomor 3 Tahun 2011 ten tang R mah Sakit 

mum Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 

2011 tetang Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupat n Tasikmalaya; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukun 
Daerah; 

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemben­ 
tukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

dan 
ten tang 

16. 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 ten tang Pedoman 
Evaluasi Jabatan; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; 

15. Peraturan enteri Dalam egeri Nomor 80 Tahun 2015 
ten tang Pembent k n Prod k H ukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri D am Negeri 

omor 120 Tah n 2018 tentang Perubahan Atas eraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 5 entang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
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Pasal 5 

( 1) T bahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada: 
a. Pejabat Pimpinan inggi; 
b. ejabat F gsio al; dan 
c. Pejabat Administrasi. 

(2) Pej bat Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t rdi · atas: 
a. ej bat A minis ator; 
b. P iabat Pengawas; dan 
c. Pejabat P laksana. 

(3) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada: 
a. PNS dan CPNS yang menjalani cu i diluar tanggungan negara atau 

dalam bebas tug unt k menjalani masa p rsiapan pensiun; 
b. PNS dan CPNS yang belu menyampaikan laporan kinerja sesuai 

kontrak kerja Sasaran Kerja Pegawai tahun telah berjalan dan kontrak 
kerja Sasaran Kerja Pegawai tahun berjalan ke Badan Kepegawaian 
dan Sumber Daya Manusia; 

c. PNS dan CPNS yang belum menyampaikan laporan kinerja bulanan 
sesuai target dalam kontrak kerja Sasaran Kerja Pegawai tahun 
berjalan; 

d. PNS dan CPNS yang mengikuti tugas belajar akademik; 

ruf h diha us, s hi 1. Kete n Pasa 5 a at (3) h uf g n 
herb nyi sebagai beriku : 

Beber a ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya N m r 164 
Tahun 2019 ten tang Metode Pemberian Tambahan Penghasi a Pega · Negeri 
Sipil di Li gkungan Pemerintah Daer h Kabupaten Tasik ya (Berit Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tah n 2019 Nomor 164) diubah berik t: 

asall 

T HUN 2019 TENTANG METODE PEMBE IAN TAMBAHAN 
PENGHA IL N PEGA AI NEGERI IPIL DI LIN KUNGAN 
PEMERINTAH DAERA KABUPATEN TASIKMALAYA. 

BUP TI TA IKMALAYA TENTANG PERUBAHAN 
TU UP T T K LA A NOMOR 164 

PERATURA 
TA PE 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 tahun 2014 
tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 37); 

24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah; 
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Pasal 4 

(1) Pe ba aran TPP PNS setiap bula dinilai berdasa kan produk ivitas kerja 
an disiplin kerja dikecualikan terhadap PNS yang memi iki jabatan 

tertentu engan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan 
er turan perundang- undanga . 

(2) embayara TPP P · ayar an e uai e ga jabatan y g tercantum 
da S rat Kepu an terakhir. 

(3) T P tetap diberikan kepada PNS yang menga ami s kit palin lama 3 (tiga) 
hari yang dibukti an dengan s rat dokter. 

(4) S tiap PNS yang tidak mengik ti upacar hari senin dan apel p gi setiap 
h ri kerja dikenaka penguranga TPP seb sar 2°/o (d a per ser tus) dari 
p nilaian disiplin kerja, kecuali m lampirkan dokum pendukung 
se agai bukti asan ang sah. 

( 5) Pej bat atasan gs ng ata at an tidak langsung yang erangkap 
seb gai Plt. atau Plh. men ri a T _ P ada Ja atan definitif, di ambah 20°/o 
(dua u uh pe sen) dari PP Pega a· dalam Ja atan e gai Plt. atau 
Plh. yang di angkap a; 

(6) Pejabat s ingkat yang merangkap Plt. atau Plh. j bat lain menerima 
TPP Pegawai N yang le ih tin gi, dita ah 2 % ( a puluh persen) dari 
TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pa a Ja atan definitif atau Jabatan 
yang dirangkapnya; 

(7) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap 
atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya 
menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang 
tertinggi; dan 

(8) Bagi PNS yang mutasi dan/atau promosi sebelum dan/atau tanggal 15, 
maka besaran TPP yang diterima adalah besaran TPP di tempat yang baru, 
sedangkan bagi PNS yang mutasi dan/atau promosi setelah tanggal 15, 
maka besaran TPP yang diterima adalah besaran TPP di tempat lama. 

2. Ket tuan Pasal ayat (14) diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai be ik t: 

ab paten Ta ikmala a. 

J. P yang diperbantukan/dipe erja an pada instansi/ 
negara/lembaga lainnya di luar P me intah Daerah lembaga 

e. PNS dan CPNS yang sedang menerima hukuman disiplin sedang dan 
berat sampai batas waktu hukumannya; 

f. PNS dan CPNS yang diberhentikan sementara/ dibebaskan sementara 
dari jabatan karena sedang menjalani proses hukum sampai dijatuhi 
hukuman yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan/ atau 
sedang diangkat dan dipilih menjadi kepala desa atau perangkat desa; 

g. dihapus; 
h. dihapus; 
1. PNS dan CPNS yang menjalani cuti besar melebihi 12 (dua belas) hari 

kerja; dan 
PNS dan 
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BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 29 

DAE RAH 
KABUPATEN ASIKMALAYA, 

IK A A A, 

Diundangkan di Si a ama 
pada tanggal 2 6 1.:Ia.r t 2020 

D. ap 
pada ggal 26 Maret 2020 

an er turan 
Tasikm laya. 

engetah in a, memeri tah an p ngund 
ene atannya dalam B rita aerah a a e 

Agar seti o n 
Bupati ini e ga 

Peraturan u ati ini mulai berlaku pada a ggal diundangkan. 

Pasal II 

(9) TPP dibayarkan berdasarkan banyak hari kerja. 
(10) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai 

Pit. atau Pih. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. 
dan Plh. 

(11) PNS pindahan dari daerah lain dalam tahun anggaran berjalan tidak 
diberikan TPP kecuali telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan 
dan belanja daerah tahun anggaran berjalan. 

(12) Bagi PNS yang diberikan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa, berhak 
mendapatkan TPP dan mendapatkan hak-hak lainnya yang sah kecuali 
hak Penghasilan Tetap Kepala Desa. 

(13) Tunjangan ketiga belas bagi PNS diberikan sebesar penghasilan bulan 
Juni meli ti gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjang jabatan atau 
tunjan um dan TPP. 

(14) Tunjang Hari aya bagi PNS diberikan eb sar eng si an bulan 
e el mnya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjang J atan 

atau tunjangan urnurn dan TPP. 
(15 Dalam hal p nghasilan ketiga belas dan tunjangan hari raya elum 

i ayarkan yang seharusnya, kepa a yang bersangkutan tetap di e ikan 
, li ih k kurangan penghasilan ada bulan berikutnya. 
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